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Abstrak
 

Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan

masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan

dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang

bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok

dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara

dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan

daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat

mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan

daerah.

Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota

Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi

pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan

bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit

pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program

essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait

yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan

District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan

tahun anggaran 2006.

Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi

adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan

kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp

155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD,

proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik

hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih

besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari

total APED Kota Sukabumi.

Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi

pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk

membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas

Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan,

mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih

lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar

indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.
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......In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in

implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city

government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from

government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district,

such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization,

quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a

most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of

district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi

completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally

or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub

budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This

study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost

organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health

cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are

75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are

155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its

function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger

than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at

RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is

bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED

in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost

allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74%

of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a

further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in

Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome,

benefit, and their impact can reach. 


